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Pendahuluan

• Pelaksanaan Pilkada 2020 menghadapi tantangan baru dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, yakni pandemi
covid-19.

• Pandemi covid-19 yang melanda semua negara → beberapa negara menunda pemilu nasional dan lokal, beberapa
negara lain tetap menyelenggarakan pemilu nasional dan lokal

• Sampai dengan saat ini belum ada upaya serius untuk membuat pemetaan berbasis data empiris tentang wacana
penundaan Pilkada serentak 2020, yang berbasis pada Aktor, institusi dan isu-isu kunci

• Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020→ 270 daerah (8 Pilgub, 224 kabupaten, dan 37 kota di 32 provinsi)

• Terjadi kontroversi terkait dengan isu pelaksanaan Pilkada 2020

• Pihak pemerintah → Pilkada 2020 ditunda dari tgl 23 September 2020 ke tgl 9 Desember 2020

• Kontra→ Pilkada 2020 perlu ditunda sampai pandemic Covid-19 mereda (tidak ada tanggal)

• Rumusan Masalah

• Bagaimana wacana penundaan Pilkada Serentak 2020 dari sudut pandang aktor dan isu kunci?

• Bagaimana respon warganet terkait wacana penundaan Pilkada Serentak?



Metodologi

Penelitian ini menggunakan dua dataset, yakni:

1. Pemberitaan di media online dengan topik penundaan pilkada;

• Dataset ini diambil dari tgl 1 Maret – 30 September 2020;

• Kata kunci yang digunakan: tunda pilkada, penundaan pilkada, menunda pilkada, tunda pemilu,
penundaan pemilu, menunda pemilu

2. Perbincangan di media sosial twitter dengan topik penundaan pilkada;

• Dataset ini diambil dari tgl 1 Maret – 30 September 2020;

• Kata kunci yang digunakan: tunda pilkada, penundaan pilkada, menunda pilkada, tunda pemilu,
penundaan pemilu, menunda pemilu



Sumber: https://www.idea.int/news-
media/multimedia-reports/global-
overview-covid-19-impact-elections

Rentang Waktu
21 Februari – 4 Oktober

2020



Pemberitaan Media 
Online tentang
Penundaan Pilkada
2020





• Terdapat 3.746 artikel dari 155 portal

media yang memberitakan tentang

topik penundaan pilkada dari rentang

waktu Bulan Maret sampai Bulan

September 2020.

• Pemberitaan terbanyak muncul pada 31

Maret 2020 dan 21 September 2020

• Puncak pertama terjadi paska

ditetapkannya Perppu No. Tahun 2020

tentang Penundaan Pelaksanaan

Pilkada Serentak 2020

• Puncak kedua terjadi paska NU (20

September 2020) dan Muhammadiyah

(21 September 2020) mengeluarkan

pernyataan resmi agar pemerintah

mempertimbangkan utk menunda

pelaksanaan Pilkada 2020

Kesepakatan penundaan Pilkada

2020 dari pemerintah.

Muhammadiyah dan Nahdlatul

Ulama meminta pemerintah

tidak melaksanakan Pilkada

di masa pandemi.



• Persebaran pemberitaan media online

terkait topik penundaan Pilkada 2020

cukup merata → tidak ada yang

melebihi 10%

• Tiga besar portal media yg

memberitakan penundaan Pilkada

2020: republikaonline (9,18%),

sindonews (7,63%), dan kompas.com

(5,39%) → meski selisih jumlah tidak

banyak dengan media lain

• Data ini menunjukkan bhw isu

penundaan Pikada 2020 telah menjadi

materi pemberitaan dari semua media



• Setiap actor maupun informasi dalam

jaringan kata saling terhubung satu sama

lain

• Pemberitaan tentang penundaan Pilkada

2020 paling dikaitkan oleh dua hal utama

yakni, KPU (sebagai penyelenggara

pemilu) dan Covid-19 (menjadi konteks

pelaksanaan pilkada)

• Covid-19 menjadi perhatian serius terkait

dengan aspek kesehatan masyarakat

• KPU sering dikaitkan dengan kesiapan

tahapan pelaksanaan Pilkada 2020

• Setelah itu, baru kemudian pemerintah yg

sering dikaitkan dengan topik penundaan

Pilkada 2020



• Pemberitaan tentang penundaan

pilkada paling banyak dikaitkan dengan

isu kesehatan yang kemudian disusul

isu hukum, politik, ekonomi, dan sosial

• Hal ini munjukan bahwa isu kesehatan

merupakan isu yang paling banyak

mendapat perhatian terkait pilkada di

tengah pandemic

• Di Perppu No. 2 Tahun 2020

disebutkan bhw pertimbangan utk

menyelenggarakan Pilkada di 9

Desember 2020 adalah karena

pertimbangan kesehatan dan stabilitas

politik dalam negeri



• Setidaknya ada empat actor yang

sering diberitakan dalam topik

penundaan pilkada yakni Joko

Widodo, Arief Budiman, Tito

Karnavian, dan Mahfud MD.

• Positioning setiap actor terhadap

penundaan pilkada 2020 dapat

dilihat di slide berikutnya:



Artikel yang Membahas Joko Widodo
Analisis Teks

Konteks kalimat:

- ... Fadjroel menambahkan, Presiden Jokowi menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak dapat menunggu pandemi berakhir ... (Liputan 6, 

25/09)

- ... Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Perppu tentang perubahan ketiga Undang-undang Pilkada ...  (Merdeka.com, 06/05)

- ... Luqman Hakim yakin Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertimbangkan dengan serius masukan berbagai pihak soal usulan penundaan 

Pilkada ... (Liputan 6, 22/09)



Artikel yang Membahas Arief Budiman
Analisis Teks

Konteks kalimat:

- ... Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Arief Budiman menyebutkan bahwa penerapan protokol kesehatan akan 

dilakukan secara ketat ... (Pikiran Rakyat, 05/07)

- ... dalam sebuah diskusi yang digelar Minggu (19/4/2020). Arief mengatakan, pihaknya minta diberi kewenangan menunda Pilkada melalui Perppu ... 

(Kompas, 20/04)

- ... saat ini setidaknya sudah dua komisioner KPU, yakni Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tantowi, terkonfirmasi positif COVID-19 ... (Kompas, 21/09)



Artikel yang Membahas Tito Karnavian
Analisis Teks

Konteks kalimat:

- ... menanggulangi virus Corona di wilayahnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak bersedia menanggapi kesepakatan penundaan ini ... 

(Tempo, 31/03)

- ... Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, hajatan Pilkada serentak itu kecil kemungkinan bisa digelar 

pada September 2020 ini (14/4).

- ... merespons itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tidak mungkin melakukan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 

2020 ... (Indopos, 22/09)



Artikel yang Membahas Mahfud M.D.
Analisis Teks

Konteks kalimat:

- ... Pilkada tetap digelar demi hak konstitusional rakyat. Menko Polhukam Mahfud M.D. juga memastikan Pilkada 2020 tak akan ditunda ... (CNNIndonesia, 

22/09)

- ... penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas. Mahfud memaklumi adanya masyarakat yang menginginkan Pilkada ditunda, 

namun ada ... (JPNN.com, 23/09)

- ... Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M.D. menolak penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

... (Merdeka.com, 24/09)



• Setidaknya ada enam

instansi/organisasi yang sering

diberitakan dalam topik

penundaan pilkada yakni KPU,

DPR, Bawaslu, Kemendagri, NU,

dan Muhammadiyah.

• Positioning setiap

instansi/organisasi terhadap

penundaan pilkada 2020 dapat

dilihat di slide berikutnya:



Artikel yang Membahas PP Muhammadiyah
Analisis Teks

Konteks kalimat:

- ... penundaan pilkada juga datang dari sejumlah organisasi masyarakat. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tegas menyuarakan hal tersebut ... 

(Liputan6, 22/09)

- ... dua organisasi keagamaan besar Indonesia, yakni PBNU dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak 

... (Pikiran Rakyat, 23/09)

- ... di tanah air, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kompak meminta penundaan pelaksanaan pilkada 2020 ... (Liputan6, 25/09)



Artikel yang Membahas PB Nahdlatul Ulama
Analisis Teks

Konteks kalimat:

- ... perlindungan terhadap kelangsungan hidup masyarakat menjadi pertimbangan PBNU mengusulkan penundaan penyelenggaraan pilkada 2020 ... 

(Kompas, 21/09)

- ... satu pihak yang meminta pilkada ditunda adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menilai penyelenggaraan pilkada memiliki banyak 

mudarat ... (Pikiran Rakyat, 22/09)

- ... poin penting yakni hifdzhunnafs atau menjaga keselamatan jiwa. Bagi NU, menyelamatkan nyawa manusia adalah harus diutamakan dalam 

mengambil kebijakan ... (Suara Merdeka, 24/09)



Perbincangan
Media Sosial
Twitter tentang
Penundaan
Pilkada 2020



• Terdapat 52.734 twit tentang

topik penundaan pilkada dari

rentang waktu Bulan Maret

hingga Bulan Oktober 2020

• Puncak dari twit tentang topik

penundaan pilkada terjadi pada

21 September 2020 dengan 8.271

twit → pasca pernyataan resmi

yg dikeluarkan oleh NU dan

Muhammadiyah



• Berbagai tagar muncul

dalam perbincangan

twitter.

• Beberapa tagar

menunjukan keresahan

warganet maupun opini

seperti:

#pilkadaataupembunuhan,

#diktatorkonstitusional,

stoppilkadamaut, dan

#pilkadabencanaserentak



• Dalam Analisa jaringan kata

tentang topik penundaan

pilkada telihat berbagai aktor

pemerintah maupun non

pemerintah, serta keresahan

warganet.

• Aktor: Presiden, NU,

Muhammadiyah

• Keresahan: keselamatan rakyat,

nyawa, kemanusiaan, dampak

pandemi
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Text Network pada Puncak Percakapan (21 September 2020)

• Dalam puncak perbincangan

twitter pada 21 September, juga

terlihat berbagai aktor dan

keresahan warganet seperti yang

terlihat sebelumnya.

• Namun, terlihat juga isu-isu lain

yang oleh warganet dikaitkan

dengan topik pilkada yakni:

ommibus law dan oligarki.

• Di puncak 21 September 2020,

warganet paling banyak me-

retwit @Husen_Jafar yang

beropini tentang kemanusian di

atas politik.





Social Network Analysis (SNA) Mention
Interaksi Antar Akun Terkait Isu Penundaan Pilkada

• Terlihat melalui SNA bahwa kluster yang

terbentuk cenderung tidak memiliki pola

umum. Hal ini mengindikasikan bahwa

perbincangan ttg penundaan pilkada belum

bisa disimpulkan apakah tersebar (interaksi)

atau terkonsentrasi

• Terdapat beberapa jenis akun yg sering di-

mention, yaitu akun personal, akun media,

dan akun aktor pemerintah

• Posisi antar titik menunjukan dekat/jauhnya

rute interaksi. Nama-nama yang muncul

berdekatan kerap disebut/di-mention secara

bersamaan. Begitu juga sebaliknya.



Kesimpulan (1)

• Indonesia bukan satu-satunya negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Indonesia
perlu belajar dari pengalaman negara lain dan memanfaatkan pengalaman sendiri.

• Dalam rentang waktu tujuh bulan pengambilan data, tercatat ada sebanyak 3.746 artikel dari 155
potal media dan 52.734 twit yang memperbincangkan topik penundaan Pilkada 2020. Hal ini
menunjukkan bahwa topik penundaan pilkada mendapatkan media coverage yang cukup besar, baik
di media online maupun di media sosial Twitter.

• Terdapat dua puncak dalam pemberitaan di media online tentang penundaan pilkada 2020, yakni
pada 31 Maret 2020 (paska kesepakatan penundaan Pilkada 2020) dan 21 September 2020 (paska
Muhammadiyah dan NU memberikan pernyataan resmi untuk tidak melaksanakan pilkada di masa
pandemi). Sedangkan, puncak perbincangan di media sosial twitter terjadi pada 21 September 2020.

• Hal ini menunjukan bahwa masyarakat belum yakin sepenuhnya dengan rancangan pemerintah
dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Dalam hal ini kesiapan penyelenggara pemilu.

• Muhammadiyah dan NU menjadi dua (2) institusi non negara yang memiliki pengaruh signifikan
dalam pemberitaan media tentang penundaan pilkada, serta mendapatkan respon publik yang besar
di media sosial, sekaligus ini menunjukan partisipasi masyarakat di tengah pandemi.



Kesimpulan (2)

• Pemberitaan tentang penundaan pilkada paling banyak dikaitkan dengan isu kesehatan yang
kemudian disusul isu hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini munjukan bahwa isu kesehatan
merupakan isu yang paling banyak mendapat perhatian terkait pilkada di tengah pandemi.
Sedangkan pada sisi yang lain, pertimbangan yang digunakan pemerintah adalah aspek Kesehatan
(ketidakpastian situasi) dan stabilitas politik dalam negeri. Di beberapa kesempatan, pemerintah
menyampaikan pertimbangan ekonomi.

• Setidaknya ada enam aktor yang sering diberitakan dalam topik penundaan pilkada yakni Joko
Widodo (Pemerintah), Arief Budiman (KPU), Tito Karnavian (Pemerintah), Mahfud MD
(Pemerintah), NU, dan Muhammadiyah. Aktor pemerintah cenderung mendorong pelaksanaan
Pilkada 2020, KPU cenderung mengikuti keputusan pemerintah, dan NU-Muhammadiyah tidak
mendukung pelaksanaan Pilkada 2020.

• Keresahan warganet di media sosial twitter atas Pilkada 2020 berpusat pada keselamatan rakyat,
nyawa, kemanusiaan, dan dampak dari pandemi. Di puncak perbincangan, terlihat isu lain yang
dikaitkan dengan topik penundaan pilkada 2020 yakni omnibus law dan oligarki.

• Dari SNA, terlihat bahwa topik penundaan pilkada terdapat sejumlah aktor dominan yang tersebar
cukup merata.




